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BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDADPATAN DAN BISLANJA
KAMPUNG DI KABUPATIEN ACEI TAMIANG TAHUN ANGGARAN 20322

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLATT YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RALIIMAT ALLAIL YANG MAHA KUASA
BUDPATI ACELT TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
teniang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 31 ayat
{2) Peraturan Bupaty Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu
menetigpkan  Peraturan Bupati tentang  Pedoman
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja
Kampung Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran

2022;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Acch Barai Daya,
Kabupaten iayo  Lues, Kabupaten Acch  Jayy,

Kabupalen Nagan Raya dan Kabupaten Acch
Tamiang di Propinsi Nanggroe Acch Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4176);

[

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20006 tenlang
Pemerintahan  Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495):

4. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indenesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §586)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesin Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cip1a
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksana Undanpg-Undang  Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa {(Lembaran Nepara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53539) sebagaimana telah diubah  tcerakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabhun 2014 tentang
Dana Desa yang  DBersumber  dari Anggaran
Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoer 5558), schagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber darl
Anggaran Pendapatan dan B3elanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan ...



10.

171,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Normmor 260j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
{Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2020
Nomor 1641), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik [Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
718},

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun
2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 13);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2022 Nomor 16},

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun
2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Kampung {(Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);

18. Peraturar
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18. Peraturan Bupati Acch Tamiang Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pengelolaan  Keuangan Kampung
{Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018
Nomor 33);

19. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Acch Tamiang Tahun Anggaran
2022 {Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUDPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN
ANGGARAN 2022,

BAI3 1
KETENTUAN UMUM

IPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Pemcrintah Daerah Kabupaten yang seclanjutnya
discbut  Pemerintah  Kabupaten adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang
terdirt atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh
Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

Kampung adalah Kampung di Kabupaten Acch Tamiang
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang herwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan - pemerintahan, kepentingan
masyarakat sclempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
vang diakut dan  dihormati dalam  sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang
sclanjulnya disingkat APBKampung, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Kampung,.

6. Pedoman Penyusunan APBKampung adalah pokok-
pokok kebijakan scbagal petumyuk dan arah bagi

Pemerintah Kampung dalam perencanaan,
penyusunan. pembahasan dan pcnetapan
APBKampung.

12. Rencana
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10.

13.

14,
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Pemerintahan  Kampung adalah  penyelenggaraan
urusan pcemerintahan  yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar
Kampung dalam mengatur  dan mengurus
masyirakal setempat  berdasarkan  asal-usul  dan
adal istiadat setempat yang diakui dan dihormatt
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Majelis Duduk Setikar Kampung vang selanjuinya
disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan
Kampung yang anggotanya dipilih seeara
musvawarah oleh masyarakat kampung setempat
terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat
termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan
Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada di kampung
yang herfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan
aspirasi  masyarakat  setempal serta melakukan
pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung.

Datok Penghulu adalah pimpinan suatu kampung
vang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan
urusan rumah tangga sendiri.

Pemerintah - Kampung  adalah Datok  Penghulu
dibantu  Perangkat Kampung scbagai  unsur
penyelenpgara Pemerintahan Kampung.

. Perangkal Kampung adalah unsur pembantu Datok

Penghulu, yvang terdirt dari Sckretariat Kampung,
pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

- Reneana Pembangunan Jangka Menengah Kampung,

selanjutnya  disingkat RPJM Kampung, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk
jangka waktu 6 {enam) tahun.

Reneana Kerja Pemerintah Kampung  selanjutnya
disingkal RKP Kampung adalah  penjabaran  dari
RIMIM Kampung untuk jangka waktu 1 {satu) tahun
yang ditetapkan dengan Qanun Kampung,

Alckasi Dana Kampung sclanjutnya disingkat ADK
adalah dana perimbanpan yang diterima Pemerintah
Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten sctelah dikurangt Dana Alokasi Khusus
(DAK]).

15. Keuangan .
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15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan kampung yvang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yong  berhubungan dengan hak dan  kewajiban
kampung tersebut.

16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputl perencanaan, pelaksanaan,
dan penatausahaan.

17. Rekening Kas Kampung  adalah  rekening  tempat
menyimpan  uang  pemerintahan  kampung  yang
menampung  sefuruh  penerimaan  kampung  dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
kampung pada Bank yang ditetapkan.

18, Pembiayaan Kampung adalah semua  penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima  kembali, baik pada 1tahun
anggaran yang Dbersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

BAB 11
PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun
Anggaran 2022 mehputi:
a. sinkronisasi  kebijakan  Pemerintah Kampung
dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. prinsip penyusunan APBKampung;
¢. kebijakan penyusunan APBKampung;
d. teknis penyusunan APBKampung,;
e. teknis evaluasi Rancangan APBKampung; dan
. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBKampung Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidlak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemerindah . Kampung  dapat  mengalokasikan  biaya

prlaksanaan kegiatan program Pemerintah Aceh sebagail

bheritkut:

a. pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Kampung
(SIKAP);

b. pelaksanaan .
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b. pelaksanaan Dbimbingan teknis tentang apilikasi
penginputan  Bvaluasi  Perkembangan Kampung
(KPDESkel); dan

¢, biays untuk bimbingan teknis penginputan aplikasi
Sistem Pengelolaan Asel Desa (SIPADES]).

Pasal 4

(1) Bagi Camat agar menjadi pedoman untuk melakukan
Evaluasi APBKampung.

() Bagi  Datok Penghulu menjadi acuan  dalam
penyusunan RKPKampung dan APRBKampung Tahun
Anggaran 2022,

BAB 11
KETENTUAN PLENUTUDP

Pasal 5

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempalannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Acch
Tamiang,

Ditetapkan di Karang Baru
nada tanggal, 30 fuimky - 2021 M
20 lumadt awai 1443 1

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, S0

Voroimber 202

2¢ Jumfr*” dwal 1447

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

A NN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 43



“R-

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR . A2 TAIIUN 2021

TENTANG @ PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN  BELANJA  KAMPUNG DI KABUPATEN  ACIc!H
TAMIANG TAHUN ANGGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAITUN ANGGARAN 2020

A. PRINSIP PENYUSUNAN APBKampung

Penvusunan APBKampung Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip

sebagai berikuat :

l. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kampung
berdasarkan urusan dan kewenangannya;

2. Tepat waktu, scsuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditctapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui  dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnva tentang APBKampung;

4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;

5. Dilakukan secara tertib, efisicn, ckonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawal dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masvarakat dan taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6. Tidak berlentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang
lebih tingyzi dan peraturan Kampunglainnya,

7. APBKampung mcrupakan dasar bagi Pemerintah Kampung untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran kampung.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKampung
Adalah Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kampung
dalam penyusunan  APBKampung Tahun  Anggaran 2022 terkait
denpgan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan
kampung.
1. Pendapatan Kampung
Pendapatan kampung yang dianggarkan dalam .. £ampung Tahun
Angparan 2022 merupakan perkiraan vang terukur secara rasional
dan  memiliki kepastian serta dasar hukum  penerimaannya.
Pendapatan kampung yaitu semua penerimaan kampung dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu
dikembalikan oleh kampung.
a. Pendapatan Asli Kampung
Pendapatan asli kampung adalah penerimaan kampung yang
diperolch  atas usaha  sendiri sebagal pelaksanaan  otonomi
kampung, baik dalam bentuk hasil usaha kampung, hasil
kekayaan kampung hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.

b, transfer ...
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1)

2)

3)

)

Dana Desa

Dana BDesa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
kampung yvang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten  dan  digunakan  untuk  membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Kampung ditetapkan berdasarkan DPeraturan Bupati
tentang  Penetapan Rincian Besaran Bantuan  Keuangan
Kepada Pemerintahan Kampung di Kabupaten Acch Tamiang
Tahun Anggaran 2022, Apabila Peraturan Bupati terscbut
belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa
didasarkan pada pagu/alokasi tahun schelumnya.

Bagian dari Hasil Pajak PDaerah Kabupaten dan Retribusi
Daerah bagian dari Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
Kabupaten merupakan  salah  satu sumber  pendapatan
kampung yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan
reiribusi dacrah kabupaten. Bagian dari hasil pajak daerah
kabupaten dan retribusi  daerah  dianggarkan scsuai
Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi
Hasil Kepada Pemerintah Kampung di Kabupaten Acch
Tamiang Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupsdi
tersebut belum dietapkan, penganggaran pendapatan dari
bagian dari hasil pajak dacrah dan retribusi daerah didasarkan
pada pagu/alokasi tahun scbhelumnya.

Alokasi Dana Kampung {ADK)

Alokasi DDana Kampung selanjutnya disingkat ADK, adalah
dana perimbangan vang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten setelah dikurangi
Dana  Alokasi Khusus yang sclanjutkan  dialokasikan ke
Kampung. Alokasi Dana Kampung dianggarkan scsuai
Peraturan Bupati  tentang  Penctapan  Rincian  Besaran
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kampung Di
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022. Bantuan
keuangan yang akan diberikan pada Pemerintah Kampung
minimal 10% dari total Dana Perimbangan Kabupaten Aceh
Tamiang setelah dikuranglt Dana Alokasi Khusus. Apabila
Peraturan Bupati terscbhut belum diletapkan, penganggaran
pendapatan dari Alokasi Dana Kampung didasarkan pada
tahun sebelumnya,

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanga
Aceh {APRBA),

Bantuan kceuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK].

c. pendapatan ...
























3.
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Pembiayvaan

Pembiayaan kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran herikuinva. Pembiayaan kampung terdiri atas  kelompok
penerimaan bembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,

a. penerimaan  pembiayaan mencakup  Sisa Lebih  Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belania,
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal kampung, termasuk
untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)
mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Format APBKampung dan Penjabaran APBKampung

Format APBKampung dan Penjabaran APBKampung mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuanpgan Desa dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 33 "ahun 2018 tecnlang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Kampung.

Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah  Kampung dalam  menyusun  APBKampung Tahun

Anggaran 2022 sclain memperhatikan  kebijakan  dan  teknis

penyusunan APBKampung, juga memperhatikan hal-hal khusus,

antara lain schagai berikut :

1} pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBKampung
diutamakan dilakukan dengan cara swakelola, dengan
memaksimalkan  material/bahan  dari  wilayah  setempat,
dilaksanakan  sccara gotong  royong dengan  melibatkan
partisipasi masyarakat untuk memperiuas kesempatan kerja,
dan pemberdayaan masyarakat setempat;

2} prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3} penganggaran penghasilan tetap perangkat kampung mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ientang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang  Desa sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dengan  Alokasi Dana Desa (ADD} dengan
memperhatikan kemampuan  keuangan kampung., Dalam  hal
ADD tidak mencukupi, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam
APBKampung sciain Dana Desa;

4) penganggaran Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan dan jaminan
kesehatan bagi Datok [Penghulu dan Perangkat Kampung
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) indikator ..
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indikator analisa kelayakan penyertaan modal Kampung untuk

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) mcliputi :

a. adanya Qanun Kampung tentang Pendirinn BUMEK;

b.adanya kajian proyeksi Pendapatan, biayva Oprasional dan
lkeuntungan BUMK; dan

c. adanya Qanun Kampung lentang Penyertaan Modal BUMK;

penyertaan medal BUMK yang diberikan dapat digunakan untuk

pengembangan BUMK, dengan kegiatan anatara lain ;

a. pengelolaan hutan kampung;

b, pengelolaan hutan adat;

c. pengelolaan air minum;

. pengelolaan pariwisata kampung;

e. pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

f. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jclajah mangrove
dan wisata cdukasi}:

g. Pengelolaan Sampah

bapgi Kampung vang sebagian atau scluruh wilayahnya berada

dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU), perkebunan, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) dan hutan lindung atau bagi

kampung sebagian atau seluruh wilayah kampungnya berada di

scpanjang jalan kecamatan anggaran Dana Desa diprioritaskan

untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ckonomi

masyarakat atau penyertaan modal BUMK. Apabila kampung-

kampung schagaimana tersebut diatas sangat membutuhkan

program kegiatan pembangunan kampung harus memberikan

manlaal yang scbesar-besarnya bagi masyarakat kampung

herupa peningkatan kualitas hidup, kesecjahteraan,

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik

vang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan untuk tidak terjadinya permasalahan hukum

alas  pelaksanaan pembangunannya  dapat  dikonsultasikan
terlebib dahulu kepada Aparat Penegak TTukum {APH),

dalam rangka mempertinggi derajat dan kualitas kesehatan
masyarakat perlunya peningkatan peran Pemerintah Kampung,
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung,
kader Pembangunan Manusia dan  stakeholder terkait  di
kampung, melalui  kegiatan  Pencepahan  dan Penanganan
Stunting (sosialisasi/konscling pencegahan stunting, pemberian
makanan tambahan);

unpaya percepatan penanggulangan stunting dengan
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk dan
peraiuran perundang-undangan lainnya yang terkait.

1} penganggaran  Honorarium/Insentif Guru  PAUD  dan  Kader

Posyandu yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang Dberlaku dengan memperhatikan kemampuan
keuangan kampung.
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dalam hal kampung melaksanakan Pemilihan Datok Penghulu Tahun
2022 dan/atau dokumen RPIMKampung berakhir, berpedoman pada
RKPKampung Tahun 2022 yang mengacu pada arah kebijakan dan
sasaran  pokok  RPJM  program  prioritas kampung  dalam
RKPKampung, program strategis kampung yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kampung dan memperhatikan visi, misi, program Datok
Penghulu terpilih, serta mempedoman) Qanun Kampung mcengenai
Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kampung.

dalam  penyusunan rancangan awal  RKP Kampung, MDSK

memberikan saran dan pendapatl berupa pokok-pokok pikiran MDSK

berdasarkan hasil penjaringan aspirast masyarakat sebagai bahan

perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang
selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang RPJIMKampung,

RKP Kampung dilaksanakan. Berkailan dengan pokok-pokok pikiran

MDSK vang disampaikan setelianh melewati batas waktu paling lambat

1 {salu) minggu schelum Musrenbang tentang Penyusunan RKDP

Kampung dilaksanakan, akan  dijadikan bahan masukan pada

penyusunan perubahan RKPKampung scbagai dasar perubahan

APBKampung tahun berjalan atau pada penyusunan RKPKampung

tahun berikutnya.

dalam hal Datok Penpghulu dan MDSK tidak mengambil persetujuan

bersama dalam waktu 060 (enam puluh) hari kerja scjak disampaikan

rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung oleh  Datok

Penghulu kepada MDSK, Datok Penghulu menvusun rancangan

Qanun Kampung tentang APBKampung untuk mendapatkan

pengesahan dari Camat atas nama Bupati Aceh Tamiang. Rancangan

Qanun Kampung dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh

pengesahan Bupati Aceh Tamiang, tlerhadap rancangan  Qanun

Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022 dimaksud

harus memperhatikan:

1. besaran belanja kampung dan besaran pengeluaran pembiayaan
kampung dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja
kampung dan besaran pengeluaran pembiayaan kampung dalam
Perubahan  APBKampung  Tahun  Anggaran 2022  atau
APBKampung Tahun Anpgaran 2022 apabila kampung tidak
melakukan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022,

2. belanja kampung diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat, vaitu belanja yang dibutuhkan sccara terus mencrus
dan harus dialokasikan olch Pemerintah Kampung dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan dalam  tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja Penghasilan Tetap Datok Penghulu,
Perangkat Kampung, Perangkat Kampung lainnya serta MDSK,
belanja barang dan jasa serta belanja yang hersifat wajib, yaitu
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelavanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
keschatan dan/atau melaksanakan kewajiban  kepada pihak
ketiga.

3. Pelampauan ...






h.dalam hal Datok Penghulu berhalangan tetap, Sekretaris Kampung
menyampaikan rancangan Qanun Kampung ienlang APBKampung/
perubahan  APBKampung kepada MDSK  dan menandatangani
persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun Kampung tentang
APBKampung/Perubahan  APBKampung Tahun Anggaran 2022,
Apabila Datlok DPenghulu berhalangan sementara, Datok Penghulu
mendelegasikan kepada Sekretaris Kampung untuk menyampaikan
rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung/Perubahan
APBKampung Tahun  Anggaran 2022  kepada MDSK  dan
menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun
Kampung tentang APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun
Anggaran 2022, Dalam hal Datok Penghulu dan Sckretaris Kampung
berhalangan 1etap atan sementara, pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan olch pgjabat yvang berwenang sclaku Penjabat/Pelaksana
Tugas Datok Penghulu berwenang untuk menyampaikan rancangan
Qanun Kampung tentang APBKampung/perubahan APBKampung
Tahun Anggaran 2022  kepada MDSK  dan  menandatangani
persctujuan bersama terhadap rancangan Qanun Kampung tentang
APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022,

1. dalam hal Pimpinan MDSK berhalangan tetap atau sementara, pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabal yang berwenang selaku
Penjabat/Pelaksana Tugas Pimpinan Sementara MDSK Dberwenang
untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 20272,

J. rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dan rancangan
Qanun Kampung tentang [Perubahan APBKampung secbelum
ditetapkan menjadi Qanun Kampung harus dilakukan evaluasi sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Aceh
Tiamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Kampung.

k. hasii penyempurnaan atas rancangan Qanun Kampung tentang
APBKampung atau Perubahan APBKampung berdasarkan hasil
cvaluasi terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung
atau Perubahan APBKampung tersebut, ditetapkan dalam Keputusan
MDSK dan menjadi dasar penetapan Qanun Kampung tenlang
APBkampung atau Perubahan APBKampung,.



